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TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN 
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA1

Oleh:
 Luh Putu Sela Septika2 

Abstract
The existence of violation on human rights automatically raises the state 
responsibility to resolve based on laws and regulations. The problem in this 
research is how the settings related to the completion of state responsibility for 
human rights violation in the laws and regulations in Indonesia  and how efforts 
to resolve the human rights violation committed by the state actors? This research 
is normative legal research that using the statute and the conceptual approach. 
Article 28 paragraph (4) states that the protection, promotion, enforcement and 
fulfillment of human rights is the responsibility of the state. Article 28 paragraph 
(4) of Indonesian Constitution and Article 71 Law No. 39 of 1999 regulatesthe 
rights the state responsibility to protect human rights. Severe human rights 
violation be tried in the special court of human rights, while the common human 
rights violation tried in public court, military court or administration court.
  
Keywords: Human Rights, State Responsibility, Violation on Human Rights

Abstrak
Adanya pelanggaran hak asas� manus�a secara otomat�s memunculkan tanggung 
jawab negara untuk melakukan upaya penyelesa�an sesua� peraturan perundangan-
undangan. Permasalahan dalam penel�t�an �n� adalah baga�manakah pengaturan 
tanggung jawab negara terka�t penyelesa�an pelanggaran hak asas� manus�a 
dalam peraturan perundang-undangan d� Indones�a serta baga�manakah upaya 
penyelesa�an pelanggaran hak asas� manus�a yang d�lakukan oleh state actors? 
Penel�t�an �n� adalah penel�t�an hukum normat�f dengan menggunakanjen�s 
pendekatan yakn�pendekatan perudang-undangan dan pendekatan konseptual. 
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 
1999 mengamanatkan tanggung jawab negara terhadap perl�ndungan hak asas� 
manus�a. Pelanggaran berat hak asas� manus�a d�ad�l� d� Pengad�lan HAM, 
sedangkan pelanggaran b�asa hak asas� manus�a d�ad�l� d� perad�lan umum, 
perad�lan m�l�ter, dan perad�lan tata usaha negara.

Kata kunc�: Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara, 
         Pelanggaran HAM

1 Art�kel �n� merupakan karya �lm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum 
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Ngurah Wa�rocana, SH., MH dan Dr. I Gede Yusa, SH., MH selaku Pemb�mb�ng Tes�s.
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I. PENDAHULUAN 
Orde reformas� yang d�mula� 

pada tahun 1998 berusaha menegakkan 
Hak Asas� Manus�a (HAM) dengan 
jalangmembuat peraturan perundang-
undangan terka�t dengan HAM sebaga� 
rambu-rambu, sepert� Undang-Undang 
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas� 
Manus�a (selanjutnya d�sebut UU No. 
39/1999) dan Undang-Undang No. 26 
Tahun 2000 tentang Pengad�lan Hak 
Asas� Manus�a (selanjutnya d�sebut UU 
No. 26/2000).3Pelembagaan �nstrumen 
hak asas� manus�a juga men�ngkat 
ke dalam substans� Undang-Undang 
Dasar has�l amandemen.

Pemer�ntah Indones�a juga 
merat�f�kas� International Covenant 
on Economic, Social and Cultural 
Rights (ICESR)dan International 
Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR) pada 28 Oktober 
2005. ICESCR d�sahkan menjad� 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, 
sedangkan ICCPR menjad� Undang-
Undang No. 12 Tahun 2005. Sela�n 
bertugas meng�mplementas�kan kedua 
�nstrumen �nternas�onal tersebut, 
pemer�ntah juga harus membuat laporan 
yang bertal�an dengan penyesua�an 
hukum, langkah-langkah, keb�jakan 
dan t�ndakan yang d�lakukan.4

3 Woro W�nand�, 2009, Reformasi Penegakan 
Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi. Dalam: 
Mulad�, Ed�tor. Hak Asasi Manusia: Hakekat, 
Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif 
Hukum dan Masyarakat, PT Ref�ka Ad�tama, 
Bandung, hlm. 51

4 Butje Tamp�, Mekan�sme Pengaduan dan 
Pelaporan Terhadap Pelanggaran Hak 
Asas� Manusoa d� Indones�a.SERVANDA_
Jurnal Ilm�ah Hukum, http://repo.unsrat.

Pemer�ntahdalam hal �n� 
sebaga� perwujudan negara adalah 
tepat mengamb�l t�ndakan untuk 
member�kan perhat�an leb�h terhadap 
HAM melalu� pembentukan peraturan 
perundang-undangan dan rat�f�kas� 
beberapa �nstrumen �nternas�onal 
d� b�dang HAM. Sebaga�mana 
termaktub dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945 (selanjutnya d�sebut 
UUD NRI Tahun 1945) bahwa negara 
Indones�a adalah negara hukum 
(Pasal 1 ayat (3)), seh�ngga sebaga� 
konsekuens�nya menjam�n adanya 
perl�ndungan dan pengakuan terhadap 
HAM.5Pemahaman la�n yang dapat 
d�elaboras� adalah bahwa eks�stens� 
HAM merupakan tanggung jawab 
negara dalam mel�ndung� segenap 
bangsa Indones�a sebaga�mana 
d�sebutkan dalam Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945.

Namun, keberadaan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
tentang HAM bukanlah jam�nan bahwa 
t�dak akan ada pelanggaran HAM, 
ba�k dalam kategor� berat atau bukan. 
Pemer�ntah sebaga� perwujudan negara 
dalam member�kan perl�ndungan 
dan penegakan terhadap HAM t�dak 
sepenuhnya mampu mengontrol set�ap 
warga negaranya agar t�dak melakukan 
pelanggaran HAM. Hal �n�lah yang 

ac.�d/76/1/MEKANISME_PENGADUAN_
D A N _ P E L A P O R A N _ T E R H A D A P _
P E L A N G A R A N _ H A K _ A S A S I _
MANUSIA_DI_INDONESIA.pdf. d�akses 
tanggal 20 Oktober 2016

5 R�dwan HR, 2010, Hukum Administrasi 
Negara, Rajawal� Press, Jakarta, hlm. 3
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member�kan pemahaman bahwa 
pelanggaran  HAM dapat terjad� kapan, 
d�mana, dan terhadap s�apa saja.

Sebaga�mana d�kut�p dar� art�kel 
yang d�muat secara online, d�nyatakan 
bahwa penegakan dan pemenuhan 
HAM d� Indones�a mas�h berada pada 
tataran mempr�hat�nkan. Kepr�hat�nan 
tersebut terungkap secara tegas dalam 
laporan yang d�sampa�kan oleh 
t�ga lembaga HAM nas�onal, ya�tu 
Kom�s� Nas�onal Hak Asas� Manus�a 
(Komnas HAM), Kom�s� Nas�onal 
Perempuan dan Kom�s� Perl�ndungan 
Anak Indones�a (KPAI). Laporan 
d�sampa�kan dalam s�dang HAM 
yang berlangsung d� Jakarta. Mas�ng-
mas�ng lembaga HAM mengangkat 
tema khusus,ya�tu �su �ntolerans� 
beragama; tema pem�sk�nan dan 
kekerasan terhadap perempuan; 
mengena� kekerasan seksual dan 
pornograf� anak.Tema-tema yang 
d�angkat salah satunya mendasarkan 
pada pert�mbangan bahwa negara 
seolah t�dak turun tangan untuk 
menyelesa�kan pelanggaran atas 
HAM.6

Salah satu pelanggaran HAM 
yang terjad� d� tahun 2016 adalah 
kasus pemerkosaan dan pembunuhan 
terhadap s�sw� Sekolah Menengah Atas 
d� Bengkulu yang bernama Yuyun. 
Korban d�perkosa dan kemud�an 
d�bunuh oleh 14 (empat belas) orang 

6 Ady, Penegakan HAM d� Indones�a 
Mempr�hat�nkan, http://www.hukumonl�ne.
com/ber�ta/baca/lt52aa8fl6e5d/penegakan-
ham-d�-�ndones�a-mempr�hat�nkan, d�akses 
pada tanggal 20 Oktober 2016

pemuda yang rata-rata mas�h d� bawah 
umur. Kasus �n� telah d�l�mpahkan 
ke Pengad�lan Neger� Rejanglebong 
(Bengkulu) dan putusannya adalah 
menjatuhkan hukuman 20 (dua puluh) 
tahun penjara kepada 4 (empat) orang 
terdakwa, hukuman mat� kepada 
seorang terdakwa, serta hukuman 
rehab�l�tas� bag� yang berumur 13 (t�ga 
belas) tahun.7

Masalah perbudakan juga 
merupakan pelanggaran HAM 
yang h�ngga saat �n� prakteknya 
mas�h terjad� terhadap warga negara 
Indones�a yang berada d� dalam dan d� 
luar neger�. Perbudakan d� Indones�a 
telah d�hapuskan setelah tahun 1980, 
namun pemer�ntah belum mampu 
menghent�kannya karena berbaga� 
keterbatasan. Perlakuan para maj�kan 
yang semena-mena, bahkan t�dak 
manus�aw� terhadap pembantu rumah 
tangga adalah bentuk pelanggaran 
HAM.8

Kasus d� atasmerupakan 
dua d�antara sek�an banyak kasus 
pelanggaran terhadap hak h�dup, hak 
atas rasa aman, dan hak untuk t�dak 
d�s�ksa sebaga�mana d�atur dalam 
Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan 
Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 

7 Rof�q H�dayat, Von�s Mat� Satu Pelaku 
Pemerkosa Yuyun, D�anggap Belum Memenuh� 
Rasa Kead�lan, http://www.hukumonl�ne.
com/ber�ta/baca/lt57ee193a24fe4/von�s-mat�-
satu-pelaku-pemerkosa-yuyun--d�anggap-
belum-memenuh�-rasa-kead�lan, d�akses pada 
tanggal 20 Oktober 2016

8 Rhona K.M. Sm�th, et.al, 2010, Hukum Hak 
Asasi Manusia, Pusat Stud� Hak Asas� Manus�a 
Un�vers�tas Islam Indones�a (PUSHAM UII), 
Yogyakarta, hlm. 262
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1945. Penegakan dan perl�ndungan 
terhadap hak-hak tersebut yang 
d�kategor�kan kedalam hak-hak 
s�p�l dan pol�t�k sudah semest�nya 
mendapatkan perhat�an khusus 
pemer�ntah. T�ndakan yang bers�fat 
ant�s�pas� maupun penanggulangan 
atas pelanggaran HAM merupakan 
dua hal yang sama pent�ngnya. Melalu� 
t�ndakan ant�s�pas� d�harapkan mampu 
menurunkan  t�ngkat  pelanggaran HAM, 
sedangkan t�ndakan penanggulangan 
d�harapkan dapat member�kan rasa 
aman, kead�lan, memul�hkan kej�waan 
korban, meredam konfl�k, dan 
penghormatan terhadap HAM yang 
d�aku� eks�stens�nya.

Berdasarkan latar belakang d� 
atas, maka dapat d�kemukakan dua 
permasalahan yang akan d�kaj� dalam 
penel�t�an �n�, ya�tu baga�manakah 
pengaturan tanggung jawab negara 
terka�t penyelesa�an pelanggaran 
hak asas� manus�a dalam peraturan 
perundang-undangan d� Indones�a dan 
baga�manakah upaya penyelesa�an 
pelanggaran hak asas� manus�a 
yang d�lakukan oleh state actors? 
Jen�s penel�t�an yang d�pergunakan 
dalam penul�san �n� adalah penel�t�an 
hukum normat�f dengan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. 

Penel�t�an �n� d�lakukan 
melalu� penelusuran bahan hukum, 
ba�k berupa peraturan perundang-
undangan maupun l�teratur hukum 
yang terka�t dengan permasalahan 
yang akan d�kaj� dalam penel�t�an �n�. 

Namun, Penul�s menyadar� bahwa 
terdapat beberapa tul�san �lm�ah la�n 
yang mem�l�k� bahasan hamp�r sama 
dengan penel�t�an �n� ya�tu berka�tan 
dengan Tanggung Jawab Negara 
dalam Penyelesa�an Pelanggaran Hak 
Asas� Manus�a, antara la�n:

Pertama, penel�t�an pada tahun 
2013 yang berjudul “Penyelesa�an 
Perkara Pelanggaran Hak Asas� 
Manus�a (HAM) Berat Prajur�t 
Tentara Nas�onal Indones�a (TNI)” 
oleh Jootje Jafet Rares dar� Un�vers�tas 
Sam Ratulang� Manado. Tujuan dar� 
penel�t�annya adalah untuk mengetahu� 
perbuatan yang d�lakukan oleh prajur�t, 
d� bawah komando dan pengendal�an 
atau d� bawah kekuasaan yang efekt�f 
dapat d�bukt�kan telah memenuh� 
unsur-unsur pelanggaran hak asas� 
manus�a yang berat. Penyelesa�an 
perkara pelanggaran hak asas� manus�a 
yang berat terhadap prajur�t Tentara 
Nas�onal Indones�a yang melakukan 
pelanggaran HAM yang berat d� 
bawah kekuasaan yang efekt�f oleh 
komandan m�l�ter melalu� mekan�sme 
penyel�d�kan, peny�d�kan, penuntutan 
dan pemer�ksaan d� pengad�lan akan 
men�mbulkan pertanggungjawaban 
p�dana ba�k terhadap prajur�t TNI 
maupun pertanggungjawaban p�dana 
komandan m�l�ter. 

Kedua, penel�t�an pada tahun 
2004 yang berjudul “Penyelesa�an 
Pelanggaran Hak Asas� Manus�a 
yang Berat; Belajar dar� Pengalaman” 
oleh Asmara Nababan dar� Kom�s� 
Nas�onal Hak Asas� Manus�a. Tujuan 
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dar� penel�t�annya adalah untuk 
mengura�kan beberapa persoalan-
persoalan menyangkut konsep 
pelanggaran hak asas� manus�a yang 
berat, tanggung jawab �nd�v�du dalam 
kejahatan �nternas�onal, elemen-
elemen kejahatan pelanggaran hak 
asas� manus�a, konsep tanggungjawab 
komando dan mekan�sme penyelesa�an 
kejahatan pelanggaran hak asas� 
manus�a.

Ket�ga, penel�t�an pada tahun 
2015 yang berjudul “Tanggung Jawab 
Negara terhadap Kerug�an W�satawan 
Berka�tan dengan Pelanggaran Hak 
Berw�sata sebaga� Bag�an dar� Hak 
Asas� Manus�a” oleh Putu Eva Laher� 
dar� Un�vers�tas Udayana. Tujuan dar� 
penel�t�annya adalah untuk mengetahu� 
secara konseptual w�satawan dapat 
mengajukan tuntutan gant� rug� kepada 
negara atas d�langgarnya hak berw�sata 
yang d�m�l�k� oleh w�satawan tersebut, 
serta untuk mengetahu� tuntutan gant� 
rug� tersebut dapat d�ajukan ket�ka 
w�satawan  mampu membukt�kan 
bahwa negara telah melakukan 
pelanggaran hak sebaga�mana 
d�ura�kan dalam Pedoman Maastr�cht 
dan negara t�dak mampu membukt�kan 
j�ka pelanggaran tersebut terjad� 
karena negara dalam keadaan bahaya 
atau darurat.

Keempat, penel�t�an pada tahun 
2013 yang berjudul “Tanggung Jawab 
Pemer�ntah Terhadap Pelanggaran Hak 
Asas� Manus�a Tenaga Kerja Indones�a” 
oleh Edward R�chard J. P�noke dar� 
Un�vers�tas Sam Ratulang�. Tujuan 

penel�t�annya adalah untuk mengetahu� 
tanggung jawab negara terhadap  
pelanggaran  hak asas� manus�a tenaga 
kerja Indones�a berdasarkan aturan 
hukum �nternas�onal dan aturan hukum 
nas�onal.

Perbedaan penel�t�an �n� 
dengan keempat penel�t�an yang telah 
d�paparkan d� atas terletak pada fokus 
kaj�annya. Kaj�an dalam penel�t�an 
�n� berpusat pada pengaturan dan 
bentuk tanggung jawab negara dalam 
menyelesa�kan pelanggaran HAM 
b�asa maupun berat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berka�tan dengan HAM.

Adapun yang menjad� tujuan dar� 
penel�t�an �n� adalah untuk mengetahu� 
pengaturan tanggung jawab negara 
dalam peraturan perundang-
undangan terka�t dengan penyelesa�an 
pelanggaran HAM, serta member�kan 
gambaran yang jelas tentang upaya 
penyelesa�an pelanggaran HAMyang 
d�lakukan oleh negara. Tanggung 
jawab negara yang d�maksud dalam 
penel�t�an �n� adalah tanggung jawab 
yang muncul ak�bat terjad�nya 
pelanggaran HAM.

II. METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an yang d�gunakan 

dalam penul�san �n� adalah jen�s 
penel�t�an hukum normat�f atau d�sebut 
juga penel�t�an hukum kepustakaan. 
Soerjono Soekanto dan Sr� Mamuj� 
menyaj�kan pengert�an penel�t�an 
hukum normat�f yakn� penel�t�an hukum 
yang d�lakukan dengan cara menel�t� 
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bahan pustaka9 atau penel�t�an yang 
berlandaskan pada ketentuan hukum 
dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku,10 dan kemud�an d�ka�tkan 
dengan permasalahan yang d�kaj�. 
Jen�s pendekatan yang d�gunakan 
adalah pendekatan konseptual dan 
pendekatan perudang-undangan.11

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Tanggung Jawab 

Negara dalam Peraturan 
Perundang-undangan Terkait 
Penyelesaian Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia 
Indones�a adalah negara 

hukum yang berart� bahwaseluruh 
penyelenggaraan negara berdasarkan 
atas hukum, d� mana peraturan-
peraturan hukum berlaku terhadap 
segala badan  atau  alat-alat 
perlengkapan negara. Def�n�s� 
negara hukum �n� d�cermat� melalu� 
tul�san Soepomo “…bahwa Republ�k 
Indones�a d�bentuk sebaga� negara 
hukum.” dalam bukunya yang berjudul 
Undang-Undang Dasar Sementara 
dengan Komentar Pasal-pasalnya.12 
Negara hukum member�kan 
perl�ndungan hukum kepada 
masyarakat d� mana antara hukum dan 

9  Sal�m HS dan Erl�es Sept�ana Nurban�, 2013, 
Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 
Tesis dan Disertasi, PT RajaGraf�ndo Perkasa, 
Jakarta, hlm. 12

10 Peter Mahmud Marzuk�, 2005, Penelitian 
Hukum, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 
hlm. 93

11 Sal�m HS dan Erl�es Sept�ana Nurban�, op.cit., 
hlm. 17

12  I Dewa Gede Atmadja, 2015, Teori Konstitusi 
dan Konsep Negara Hukum, Setara Press, 
Malang, hlm. 124

kekuasaan terdapat hubungan t�mbal 
bal�k. Hal �n� bermakna bahwa negara 
hukum member�kan jam�nan untuk 
terselenggaranya tert�b hukum dalam 
tatanan keh�dupan masyarakat.13

Selanjutnya, jam�nan atas 
perl�ndungan HAM merupakan salah 
satu c�r� pent�ng dar� negara hukum 
sepert� yang d�kemukakan oleh J�mly 
Assh�dd�q�e,14 sela�n d�terapkannya 
asas legal�tas, pembag�an kekuasaan, 
dan adanya perad�lan adm�n�stras� 
negara. Secara khusus dalam UUD 
NRI Tahun 1945 telah d�atur bab 
khusus mengena� pengaturan HAM 
yakn� Pasal 28A – 28J. Pengaturan �n� 
member�kan pemahaman bahwa HAM 
merupakan hak konst�tus�onal yang 
d�jam�n dan d�l�ndung� oleh kons�tus�.

Pasal 1 angka 1 UU No. 39/1999 
menyebutkan: “Hak Asas� Manus�a 
adalah seperangkat hak yang melekat 
pada hak�kat dan keberadaan manus�a 
sebaga� mahkluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya 
yang waj�b d�hormat�, d�junjung t�ngg� 
dan d�l�ndung� oleh negara, hukum 
dan Pemer�ntah, dan set�ap orang dem� 
kehormatan serta perl�ndungan harkat 
dan martabat manus�a.” Ketentuan 
pasal tersebut menegaskan kembal� 
bahwa negara maupun pemer�ntah 
mem�l�k� kewaj�ban untuk mel�ndung� 
HAM yang berkedudukan sebaga� hak 
dasar. 

13 Ibid.
14 J�mly Assh�d�q�e, 2007, Pokok-pokok Hukum 

Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT 
Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 310
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Pelanggaran HAM dapat 
d�lakukan oleh  seseorang  atau  
kelompok orang termasuk d� 
dalamnya adalah aparat negara yang 
d�dasarkan pada kesengajaan atau 
ket�dak sengajaan. Kelala�an secara 
melawan hukum berupa mengurang�, 
menghalang�, membatas�, dan atau 
mencabut HAM sebaga�mana d�jam�n 
oleh UU No. 39/1999 d�kategor�kan 
sebaga� pelanggaran, bahkan 
dalam halt�dak mendapatkan atau 
d�khawat�rkan t�dak memperoleh 
penyelesa�an hukum yang ad�l dan 
benar sesua� mekan�sme hukum 
termasuk dalam pelanggaran (Pasal 1 
angka 6 UU  No. 39/1999).

D�l�hat dar� seg� hubungan 
hukum dan HAM, maka pada 
pr�ns�pnya pelanggaran HAM 
adalah pelanggaran hukum.Namun, 
ser�ngkal� terjad� perbedaan pendapat 
dalam mengkual�f�kas� pelanggaran 
HAM berat dan pelanggaran HAM 
b�asa. Pelanggaran HAM berat yang 
d�rumuskan dalam Pasal 7 UU No. 
26/2000mel�put� kejahatan genos�da 
dan kejahatan terhadap kemanus�aan.
Rumusan del�k pelanggaran HAM 
berat dalam Pasal 7 UU No. 26/2000 
berasal dar� rumusan Pasal 6 dan7 
Rome Statute of  International Criminal 
Court (Statuta Roma)  yang kual�f�kas� 
perbuatannya mem�l�k� hal-hal yang 
bers�fat spes�f�k yang membedakannya 
dengan t�ndak p�dana umum.15

Rumusan Pasal 8 UU No. 
26/2000 tentang kejahatan genos�da:

15 Ibid., hlm. 106

Set�ap perbuatan yang d�lakukan 
dengan maksud untuk menghancurkan 
atau memusnahkan seluruh atau 
sebag�an kelompok bangsa, ras, 
kelompok etn�s, kelompok agama, 
dengan cara:
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengak�batkan pender�taan f�s�k 

dan mental yang berat terhadap 
anggota-anggota kelompok;

c. menc�ptakan kond�s� keh�dupan 
kelompok yang akan 
mengak�batkan kemusnahan 
secara f�s�k ba�k seluruh atau 
sebag�annya;

d. memaksakan t�ndakan-t�ndakan 
yang bertujuan mencegah 
kelah�ran d� dalam kelompok; 
atau

e. mem�ndahkan secara paksa anak-
anak dar� kelompok tertentu ke 
kelompok la�n.
Pasal 9 tentang kejahatan 

terhadap kemanus�aan:
Salah satu perbuatan yang 

d�lakukan sebaga� bag�an dar� serangan 
yang meluas atau s�stemat�k yang 
d�ketahu�nya bahwa serangan tersebut 
d�tujukan secara langsung terhadap 
penduduk s�p�l, berupa:
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengus�ran atau pem�ndahan 

penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau 

perampasan kebebasan f�s�k la�n 
secara sewenang-wenang yang 
melanggar (asas-asas) ketentuan 
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pokok hukum �nternas�onal;
f. peny�ksaan;
g. perkosaan, perbudakan 

seksual, pelacuran secara 
paksa, pemaksaan keham�lan, 
pemandulan atau ster�l�sas� 
secara paksa atau bentuk-bentuk 
kekerasan seksual la�n yang 
setara;

h. pengan�ayaan terhadap suatu 
kelompok tertentu atau 
perkumpulan yang d�dasar� 
persamaan paham pol�t�k, ras, 
kebangsaan, etn�s, budaya, 
agama, jen�s kelam�n atau 
alasan la�n yang telah d�aku� 
secara un�versal sebaga� hal 
yang d�larang menurut hukum 
�nternas�onal;

�. pengh�langan orang secara 
paksa; atau

j. kejahatan aparthe�d.
Berdasarkan rumusan pasal-

pasal d� atas, maka pelanggaran HAM 
berat merupakan jen�s pelanggaran 
yang d�lakukan oleh penguasa 
negara (state actors) atau organ�sas�/
kelompok yang terorgan�s�r,serta 
t�ndakannya mem�l�k� dampak yang 
luas atau d�lakukan secara s�stemat�k. 
Sedangkan, pelanggaran HAM b�asa 
adalah pelanggaran yang d�lakukan 
oleh kelompok masyarakat atau 
�nd�v�du tertentu terhadap �nd�v�du 
atau kelompok masyarakat la�n dan 
d�ad�l� d� Perad�lan Umum.16

Agar dapat d�nyatakan sebaga� 
16 N� Ketut Sr� Utar�, et.al., 2016, Buku Ajar 

Hukum Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum 
Un�vers�tas Udayana, Denpasar, hlm. 100

pelanggaran HAM b�asa, maka t�ndak 
p�dananya harus memenuh� unsur-
unsur t�ndak p�dana umum. Unsur 
obyekt�f yakn� perbuatan p�dana/actus 
reus yang mel�put�: adanya perbuatan 
yang memenuh� rumusan undang-
undang; bers�fat melawan hukum; dan 
t�dak ada alasan pembenar. Sedangkan, 
unsur subyekt�f berkenaan dengan 
pertanggungjawaban p�dana/criminal 
responsibility. 

Terka�t dengan kejahatan 
terhadap kemanus�aan dan kejahatan 
HAM berat la�nnya, maka unsur-
unsur kejahatan/the elements of 
crime terd�r� atas unsur mater�al dan 
unsur mental. Unsur mater�al yakn� 
adanya perbuatan (conduct), adanya 
ak�bat-ak�bat yang d�t�mbulkan dar� 
perbuatan tersebut (consequences) 
dan adanya keadaan-keadaan yang 
menyerta� perbuatan tersebut. Unsur 
mental terd�r� atas unsur kesengajaan 
dan adanya pengetahuan.17

Pasal 30 Statuta Roma 
menentukan adanya kesengajaan 
apab�la sehubungan dengan 
perbuatan (conduct) tersebut, s� 
pelaku bern�at untuk melakukan 
atau turut serta melakukan perbuatan 
tersebut. Berka�tan dengan ak�batnya 
(consequences), s� pelaku bern�at 
untuk men�mbulkan ak�bat tersebut 
atau sadar bahwa pada umumnya akan 
terjad� dalam ka�tan dengan perbuatan 
tersebut. Sedangkan, pengetahuan 
(knowledge) d�art�kan sebaga� 
kesadaran terhadap suatu keadaan atau 

17 Ibid., hlm. 109
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ak�bat yang akan t�mbul. 
Perlu d�perhat�kan pula 

mengena� elemen kejahatan terhadap 
kemanus�aan dalam hal mana perbuatan 
terjad�, ya�tu (1) perbuatan tersebut 
d�lakukan sebaga� bag�an dar� serangan 
yang meluas atau s�stemat�k d�tujukan 
pada penduduk s�p�l; (2) keharusan 
adanya pengetahuan pelaku bahwa 
perbuatan yang d�lakukan merupakan 
bag�an dar� atau d�maksudkan untuk 
menjad� bag�an dar� serangan yang 
meluas dan s�stemat�s terhadap 
penduduk s�p�l.

Kual�f�kas� serangan yang meluas 
mengandung d�mens� kuant�tat�f/
besar/banyak atau skala luas: nas�onal/
reg�onal/�nternas�onal, bukan perkara 
pelaku perseorangan terhadap orang 
la�n (isolated crime). Membunuh satu 
orang saja b�sa d�anggap pelanggaran 
HAM yang berat, asal perbuatan 
�tu merupakan bag�an dar� serangan 
yang meluas yang d�tujukan pada 
penduduk s�p�l. Kual�f�kas� s�stemat�k 
maksudnya bahwa adanya bentuk 
rencana yang terpola atau metod�s 
dan jelas dar� sebuah keb�jaksanaan 
(policy). Seh�ngga, perbuatannya 
berencana, terorgan�s�r dan ak�batnya 
adalah luas.18

Penyelesa�an pelanggaran HAM 
sudah sepatutnya d�utamakan sebaga� 
bentuk penegakan dan perl�ndungan 
HAM. Pada pr�ns�pnya, penegakan 
hak-hak yang berka�tan dengan hak 
s�p�l dan pol�t�k merupakan tanggung 
jawab negara yang bers�fat mutlak 

18 Ibid., hlm. 110

dan meng�kat. Art�nya, apab�la terjad� 
pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, 
maka negara menjad� satu-satunya 
p�hak yang berkewaj�ban menjaga dan 
mel�ndung�nya sebab hak s�p�l dan 
pol�t�k bers�fat un�versal.19 Berkenaan 
dengan tanggung jawab negara �n�, 
maka pengaturannya dalam hukum 
pos�t�f Indones�a d�jumpa� padaUUD 
NRI Tahun 1945, UU No. 39/1999, 
dan UU No. 26/2000.

Rumusan pasal-pasal dalam 
UUD NRI Tahun 1945 secara khusus 
t�dak ada yang menyebutkan tentang 
bentuk tanggung jawab negara dalam 
penyelesa�an HAM. Hanya saja 
d�sebutkan tanggung jawab negara 
secara umum, terutama pemer�ntah 
dalam perl�ndungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asas� 
manus�a.20 Dalam rangka mel�ndung� 
dan menegakkan HAM, maka 
pemer�ntah membentuk peraturan 
perundang-undangan yang berka�tan 
dengan HAMd� bawah UUD NRI 
Tahun 1945. Peraturan perundang-
undangan yang akan d�bentuk �tu 
d�harapkan mampu member�kan 
pengaturan leb�h mengkhusus terhadap 
perl�ndungan HAM.21

Pengaturan tanggung jawab 
negara secara t�dak langsung 
d�tunjukkan pula oleh Pasal 30 ayat 
(4) UUD NRI Tahun 1945 yang 

19 Ibid., hlm. 87.
20 Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republ�k Indones�a Tahun 1945 dan 
Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asas� Manus�a

21 Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 
Negara Republ�k Indones�a Tahun 1945
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menyebutkan: “Kepol�s�an Negara 
Republ�k Indones�a sebaga� alat negara 
yang menjaga keamanan dan ketert�ban 
masyarakat bertugas mel�ndung�, 
mengayom�, melayan� masyarakat, 
serta menegakkan hukum.” Pemahaman 
atas ketentuan pasal tersebut, bahwa 
Kepol�s�an Negara Republ�k Indones�a 
merupakan alat negara, seh�ngga 
tanggung jawab negara d�bebankan 
kepada p�hak kepol�s�an. Tugas 
mel�ndung�, mengayom�, melayan� 
masyarakat, dan menegakkan hukum 
apab�la d�elaboras�, maka t�dak hanya 
berfokus pada b�dang pertahanan dan 
keamanan saja, mela�nkan menyentuh 
pula ranah HAM. T�ndakan kepol�s�an 
sepert� melakukan penyel�d�kan atas 
pelanggaran hukum tertentu, mengatas� 
teror�sme, pengawalan keg�atan 
demonstras�, maupun t�ndakan la�nnya 
merupakan bag�an dar� perl�ndungan 
dan penegakan HAM.

Real�sas� dar� Pasal 28I 
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 
mengena� pelaksanaan HAM yang 
d�jam�n dan d�atur dalam peraturan 
perundang-undangan yakn� dengan 
pembentukan dan pemberlakuan UU 
No. 39 Tahun 1999. Undang-undang 
�n� menentukan bahwa pemer�ntah 
waj�b dan bertanggung jawab terka�t 
usahanya menghormat�, mel�ndung�, 
menegakkan, dan memajukan hak 
asas� manus�a.22 Kewaj�ban dan 
tanggung jawab pemer�ntah tersebut 
mel�put� langkah �mplementas� dalam 

22  Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asas� Manus�a

b�dang hukum, pol�t�k, ekonom�, 
sos�al, budaya pertahanan keamanan 
negara, dan b�dang la�n.23 Keberadaan 
undang-undang �n� menjad� tonggak 
d�bentuknya pengad�lan hak asas� 
manus�a d� l�ngkungan Perad�lan 
Umum sebaga� upaya mengad�l� 
pelanggaran hak asas� manus�a (Pasal 
104 ayat (1)). Seh�ngga pada tanggal 
23 November 2000 d�sahkan UU No. 
26 Tahun 2000 tentang Pengad�lan 
Hak Asas� Manus�a.24

Tanggung jawab negara dalam 
UU No. 39/1999 d�wujudkan pula 
melalu� keberadaan Kom�s� Nas�onal 
Hak Asas� Manus�a (Komnas HAM). 
Komnas HAM adalah lembaga mand�r� 
yang kedudukannya set�ngkat dengan 
lembaga negara la�nnya yang bertujuan 
untuk men�ngkatkan perl�ndungan 
dan penegakan hak asas� manus�a.25 
Guna mencapa� tujuan tersebut, 
Komnas HAM melaksanakan fungs� 
pengkaj�an, penel�t�an, penyuluhan, 
pemantauan, dan med�as� tentang hak 
asas� manus�a sebaga�mana d� atur 
oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 
No. 39 Tahun 1999.

UU No. 26/2000 d�bentuk sebaga� 
pemenuhan Pasal 104 ayat (1) UU No. 
39/1999, bahwa perlunya d�bentuk 
suatu Pengad�lan Hak Asas� Manus�a 

23 Pasal 72 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asas� Manus�a

24 Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asas� Manus�a: 
“Pengad�lan sebaga�mana d�maksud dalam 
ayat (1) d�bentuk dengan undang-undang 
dalam jangka waktu pal�ng lama 4 (empat) 
tahun.”

25 Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asas� Manus�a
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untuk menyelesa�kan pelanggaran 
HAM berat. UU No. 26/2000 menganut 
asas non-retroakt�f, seh�ngga hanya 
dapat mengad�l� pelanggaran hak 
asas� manus�a yang terjad� setelah 
undang-undang �n� d�berlakukan, ya�tu 
setelah tahun 2000. Pengad�lan HAM 
bertempat d� 4 (empat) kota besar d� 
Indones�a, d�antaranya Medan, Jakarta, 
Surabaya, dan Makassar.26Tempat dan 
kedudukan Pengad�lan HAM ya�tu 
d� daerah kabupaten atau kota yang 
daerah hukumnya mel�put� daerah 
hukum Pengad�lan Neger� yang 
bersangkutan. 

UU No. 26/2000 t�dak 
secara tegas mendef�n�s�kan �st�lah 
pelanggaran HAM berat, mela�nkan 
hanya menyebutkan secara l�m�tat�f 
jen�s-jen�s perbuatan yang dapat 
d�kual�f�kas�kans ebaga� pelanggaran 
HAM berat, yakn� kejahatan genos�da 
dan kejahatan terhadap kemanus�aan.27 
Walaupun dem�k�an, tetap saja 
perl�ndungan HAM menjad� aspek 
pent�ng yang harus d�perjuangkan 
oleh semua p�hak. D�tekankan 
kembal� bahwa tanggung jawab 
negara d�tunjukkan oleh keterl�batan 
alat perlengkapan negara mula� dar� 
d�lakukan penangkapan oleh Peny�d�k 
terhadap seseorang yang d�duga 
melakukan pelanggaran hak asas� 
manus�a berat sampa� dengan d�per�ksa 
dan d�putusnya perkara.

26  Rhona K.M. Sm�th, et.al., op.cit., hlm. 272
27  Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 

tentang Pengad�lan Hak Asas� Manus�a

3.2. Upaya Penyelesaian 
Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia oleh State Actors
Mel�ndung� kebebasan dan hak 

asas� set�ap orang merupakan tugas 
negara  yang  senant�asa   d�lakukan  
secara akt�f dem� terc�ptanya 
kesejahteraan rakyat. Lembaga/
badan pemer�ntahan t�dak dapat 
melakukan t�ndakan atau perbuatan 
yang bertentangan dengan konst�tus�. 
Dalam kerangka sebuah negara, 
konst�tus� memuat konsep-konsep 
dasar dan merupakan ketentuan 
hukum yang tert�ngg�, seh�ngga negara 
dan konst�tus� menjad� dua hal tak 
terp�sahkan.28

Konst�tus� member�kan arahan 
yang jelas mengena� tanggung 
jawab sekal�gus tujuan yang hendak 
d�wujudkan oleh negara, khususnya 
dalam mel�ndung� dan menegakkan 
HAM. Saat negara/Pemer�ntah (states 
actor) melakukan pelanggaran HAM, 
maka dapat terhadapnya dapat d�tuntut 
d� Pengad�lan HAM Nas�onal, bahkan 
Pengad�lan Kejahatan Internas�onal. 
Dalam tul�san �n� akan d�bedakan 
antara penyelesa�an pelanggaran HAM 
berat dan b�asa.

Sebaga�mana telah d�ura�kan 
sebelumnya bahwa  perkara 
pelanggaran HAM dapat d�kategor�kan 
menjad� dua macam, ya�tu pelanggaran 
HAM b�asa dan pelanggaran berat. 

28 Eddy Purnama, 2007, Negara Kedaulatan 
Rakyat; Analisis terhadap Sistem Pemerintahan 
Indonesia dan Perbandingannya dengan 
Negara-negara Lain, Nusamed�a, Bandung, 
hlm. 33
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Kr�ter�a dar� pelanggaran HAM berat 
ya�tu: men�mbulkan kerug�an mater��l 
dan �mmater�al; berdampak secara 
luas (nas�onal/reg�onal/�nternas�onal); 
mot�f perbuatan yang sarat masalah 
pol�t�k; serta kejahatannya merupakan 
kejahatan terhadap kemanus�aan dan 
kejahatan genos�da. Berdasarkan c�r�-
c�r� tersebut, maka perkara pelanggaran 
HAM berat d�ad�l� melalu� perad�lan 
yang bers�fat khusus (Perad�lan Hak 
Asas� Manus�a). Seh�ngga, proses 
acara pemer�ksaan yang d�terapkan 
dalam pelanggaran HAM berat �n� 
sangatlah berbeda dengan hukum 
acara p�dana b�asa.

UU No. 26/2000 had�r sebaga� 
peraturan perundang-undangan yang 
memuat tentang upaya penyelesa�an 
pelanggaran HAM berat.Kejahatan 
yang d�atur dalam UU No. 26/2000 
adalah kategor�extra ordinary 
crimes. UU No. 26/2000 adalah lex 
specialis dengan konsekuens� bahwa 
d� dalamnya terdapat ketentuan yang 
meny�mpang dar� ketentuan yang 
terdapat dalam KUHP mengena� 
penerapan asas retroakt�f.29

Ancaman p�dana yang d�kenakan 
terhadap pelaku pelanggaran HAM 
berat berbeda halnya dengan pelaku 
pelanggaran HAM b�asa. Ancaman 
sanks� pelanggaran HAM berat d�atur 
dalam Pasal 36 – Pasal 41 UU No. 
26/2000. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 41 bahwa ancaman hukuman 
bag� pelaku dan yang membantu 
melakukan, percobaan, permufakatan 
jahat adalah sama. 

29  Rhona K.M. Sm�th, et.al., op.cit., hlm. 309

Dalam perkara pelanggaran 
HAM berat d�kenal juga adanya 
pertanggungjawaban komando. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 
(3), seorang komandan/atasan dapat 
d�p�dana dengan hukum yang sama 
dengan anak buahnya walaupun �a 
t�dak melakukan apa-apa. Sumber 
pertanggungjawaban p�dana bag� 
pemegang komando d� l�ngkungan 
m�l�ter adalah dar� kekuasaannya untuk 
memer�ntah, mengatur, mengendal�kan 
dan mengawas� t�ndakan prajur�t 
d� bawah komandonya, dalam 
bentuk del�k t�dak berbuat dan del�k 
penyalahgunaan wewenang.30

Pasal-pasal tentang hukum acara 
dalam UU No. 26/2000 seluruhnya 
berjumlah 24 pasal (Pasal 10 – Pasal 
33). D�awal� oleh pasal yang merupakan 
ketentuan umum yang menetapkan 
bahwa “Dalam hal t�dak d�tentukan 
la�n dalam undang-undang �n�, hukum 
acara atas perkara pelanggaran hak 
asas� manus�a yang berat d�lakukan 
berdasarkan ketentuan hukum acara 
p�dana”.31 Beberapa aturan beracara 
baru yang d�atur dalam UU No. 
26/2000 dan mengecual�kan aturan 
yang sama dalam KUHP, d�antaranya: 
(�) pembentukan penyel�d�k ad hoc, 
peny�d�k ad hoc, penuntut ad hoc, 
dan hak�m ad hoc; (��) penyel�d�k 
hanya d�lakukan oleh Komnas 
HAM, sedangkan peny�d�k t�dak 
d�perkenankan mener�ma laporan atau 
pengaduan sebaga�mana d�atur dalam 

30  N� Ketut Sr� Utar�, et.al., op.cit., hlm. 115
31  Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
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KUHP; (���) d�perlukan ketentuan 
mengena� tenggang waktu tertentu 
melakukan peny�d�kan, penuntutan 
dan pemer�ksaan pengad�lan; (�v) 
ketentuan mengena� korban atau 
saks�.

Dalam hal penyel�d�kan 
pelanggaran HAM berat merupakan 
kewenangan Komnas HAM, sedangkan 
peny�d�kan dan penuntutan d�lakukan 
oleh Jaksa Agung berdasarkan has�l 
penyel�d�kan Komnas HAM. UU 
No. 26/2000 mem�sahkan lembaga 
penyel�d�k dan lembaga peny�d�k 
dengan pert�mbangan bahwa lembaga 
yang d�tetapkan sebaga� lembaga 
peny�d�k adalah lembaga yang 
�ndependen dengan maksud agar 
has�l penyel�d�kannya dapat d�jam�n 
objekt�v�tasnya.32

Pemer�ksaan perkara d� 
Pengad�lan HAM d�laksanakan 
pal�ng lama 180 har�, dan d�lakukan 
oleh Majel�s Hak�m yang terd�r� dar� 
3 hak�m ad hoc dan 2 hak�m kar�r 
yang d�ketua� oleh Hak�m Pengad�lan 
HAM.33 D� Pengad�lan T�ngg� 
pemer�ksaan d�lakukan pal�ng lama 90 
har� sejak d�ter�manya berkas perkara, 
dan majel�s hak�m terd�r� dar� 3 hak�m 
ad hoc dan 2 hak�m kar�r. Pemer�ksaan 
d� t�ngkat kasas� harus d�selesa�kan 
pal�ng lama 90 har� dengan majel�s 
hak�m yang terd�r� dar� 3 hak�m ad hoc 
dan 2 hak�m kar�r.34

Mengena� ketentuan p�dana, bag� 
kejahatan yang d�atur dalam Pasal 8 
32  Rhona K.M. Sm�th, et.al., op.cit., hlm. 310
33  Pasal 27 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
34  Pasal 33 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

a,b,c,d,e d�ancam dengan p�dana mat�, 
atau p�dana penjara seumur h�dup atau 
p�dana penjara selama-lamanya 25 
tahun atau sekurangnya 10 tahun. Bag� 
kejahatan tercantum dalam Pasal 9 
a,b,c,d,e atau j, d�p�dana dengan p�dana 
mat�, atau p�dana penjara pal�ng s�ngkat 
10 tahun. Bag� kejahatan sebaga�mana  
d�atur dalam Pasal 9 c atau f, d�p�dana 
dengan p�dana penjara pal�ng lama 15 
tahun dan pal�ng s�ngkat 5 tahun. Bag� 
kejahatan yang d�atur dalam Pasal 9 
g,h, dan � d�p�dana penjara selama-
lamanya 20 tahun dan pal�ng s�ngkat 
10 tahun. 

Pasal 7 sampa� dengan Pasal 
17 UU No. 26/2000 member�kan 
kewenangan untuk melakukan 
penangkapan dan penahanan terhadap 
tersangka pelaku pelanggaran berat 
hak asas� manus�a dan lama waktu 
penahanan serta selama proses 
pers�dangan dan kasas� ke Mahkamah 
Agung. Undang-undang �n� mengatur 
mengena� batas waktu maks�mal untuk 
melakukan penahanan sejak tahap 
peny�d�kan, penuntutan, pemer�ksaan, 
pers�dangan, band�ng, dan kasas�. 

Leb�h lanjut mengena� 
pelanggaran HAM b�asa, terhadap 
para pelaku pelanggaran HAM 
b�asa (t�dak berat) akan d�ad�l� oleh 
Perad�lan Umum (Perdata/P�dana), 
Perad�lan M�l�ter, Perad�lan Tata 
Usaha Negara tergantung pada jen�s 
s�fat perkara, ba�k yang berka�tan 
dengan pelaku, perbuatan dan ak�bat 
yang d�t�mbulkan dar� pelanggaran 
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HAM yang d�kategor�kan b�asa.35 
Pelaku dar� pelanggaran HAM b�asa 
adalah perseorangan atau beberapa 
orang, jumlah korban terbatas, dan 
mot�f perbuatannya hanya berk�sar 
pada masalah pr�bad�/hukum. 

Sehubungan dengan adanya 
pelanggaran berat hak asas� manus�a, 
perl�ndungan terhadap korban dan 
saks� adalah tanggung jawab negara 
pula sela�n membantu penyelesa�an 
pelanggarannya. Perl�ndungan saks� 
tersebut juga mencakup pember�an 
gant� kerug�an bag� korban dan 
keluarganya termasuk kompensas�, 
rest�tus�, dan rehab�l�tas�. UU No. 
26/2000 telah member�kan jam�nan 
perl�ndungan saks� dan korban sepert� 
d�atur dalam Pasal 34 dan Pasal 35. 
Tata cara pelaksanaannya d�atur dalam 
Peraturan Pemer�ntah No. 2 Tahun 
2002 tentang Perl�ndungan Korban 
dan Saks� bag� Pelanggaran Berat 
Hak Asas� Manus�a dan Peraturan 
Pemer�ntah No. 3 Tahun 2002 tentang 
Kompensas�, Rest�tus�, dan Rehab�l�tas� 
terhadap Korban Pelanggaran Berat 
Hak Asas� Manus�a. 

Dapat d�paham� bahwa sela�n 
penghukuman kepada pelaku, 
pember�an kompensas� kepada korban 
merupakan salah satu bentuk tanggung 
jawab negara ket�ka terjad� pelanggaran 
berat hak asas� manus�a. Pember�an 
kompensas� t�dak harus menunggu 
pelaku atau p�hak ket�ga t�dak mampu 
untuk memenuh� tanggung jawabnya, 
namun merupakan kewaj�ban yang 

35  N� Ketut Sr� Utar�, et.al., op.cit., hlm. 99

sudah melekat bag� negara.36 Dengan 
la�n perkataan, d�bebaskan atau 
d�hukumnya terdakwa t�dak akan 
mempengaruh� kewaj�ban negara 
untuk member�kan kompensas� bag� 
korban pelanggaran berat hak asas� 
manus�a.

IV. KESIMPULAN
1. Pelanggaran HAM d�kategor�kan 

menjad� dua yakn� pelanggaran 
HAM berat yang d�lakukan 
oleh states actor dengan alasan 
pol�t�k dan pelanggaran HAM 
b�asa yang d�lakukan rakyat 
s�p�l d�latarbelakang� oleh 
masalah pr�bad�/hukum.  Atas 
terjad�nya pelanggaran HAM, 
maka d�aturlah tanggung jawab 
negara untuk menghormat�, 
mel�ndung�, menegakkan, dan 
memajukan HAM sebaga�mana 
d�muat dalam UUD NRI Tahun 
1945 (Pasal 28I ayat (4)), UU 
No. 39/1999 tentang Hak Asas� 
Manus�a (Pasal 71) dan UU No. 
26/2000 tentang Pengad�lan Hak 
Asas� Manus�a. 

2. Perkara pelanggaran HAM berat 
d�ad�l� oleh Perad�lan Hak Asas� 
Manus�a, sedangkan  perkara 
pelanggaran HAM b�asa d�ad�l� 
oleh Perad�lan Umum (Perdata/
P�dana), Perad�lan M�l�ter, 
Perad�lan Tata Usaha Negara 
tergantung pada jen�s s�fat 
perkara, ba�k yang berka�tan 
dengan pelaku, perbuatan dan 

36  Rhona K.M. Sm�th, et.al., op.c�t., hlm. 314
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ak�bat yang d�t�mbulkan. Pelaku 
pelanggaran HAM b�asa adalah 
perseorangan atau beberapa 
orang d� mana jumlah korban 
terbatas.  Ancaman p�dana bag� 
pelaku pelanggaran HAM berat 
yakn� Pasal 36 – Pasal 41 UU No. 
26/2000, sedangkan ancaman 
p�dana bag�  pelanggaran HAM 
b�asa d�sesua�kan dengan KUHP. 
Berkenaan dengan perkara 
pelanggaran HAM berat,terdapat 
pertanggungjawaban komando d� 
mana seorang komandan/atasan 
dapat d�p�dana dengan hukuman 
yang sama dengan anak buahnya 
walaupun �a t�dak melakukan 
apa-apa (Pasal 41 ayat (3) UU 
No. 26/2000).
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